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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah Penelitian

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, meningkatnya angka
pengangguran (terutama dikalangan pemuda) merupakan masalah berat
yang terus menekan. Meourut Survey Angkatan Ketja Nasional
(SAKERNAS) 2003, di Indonesia terdzapat tidak kutang dari 9.5 juta orang
penganggur, 60 persen diantaranya berusia dibawah 25 tahun (usia
produktif). Banyak pengamat meyakini bahwa angka sebenarnya jauh lebih
tinggi. Meskipun kelompok usia ini hanya mewalkili 20 persen dari jumlzah
angkatan kerja seluruhnya, tak urung masalah pengangguran pemuda ini
menjadi masalah serius karena diyakini akan berdampak buruk terhadap
situasi social, ekonomi dan keamanan nasional dalam bentuk makin

meningkatnya kekerasan, kriminalitas dan berujung pada ketidakstabilan

ekonomi dan politik. Setiap tahun 2.5 juta angkatan ketja baru memasuki

15 tahun (batas usia beketja menurut BPS). Sementara jumlah angkatan
kerja mencapai 96 juta. Depnaker menyebutkan 65 persen dari total
angkatan bekerja disektor informal. Dari tenaga kerja yang berhasil
ditempatkan 43 % beketja di sector pertanian, 43 % lagi bekerja disektor

jasa dan sisanya yatitu 14 % yang bekerja disektor industri.



Untuk menempatkan angkatan ketja sebanyak itu diperlukan lapangan
kerja yang cukup. Laporan iklim investasi Indonesia yang dikeluarkan
Kedutaan Besar Ametika (2003) menyebutkan Indonesia membutuhkan
pertumbuhan ckonomi sebesar 7 — 8 persen per tahun untuk mengentaskan
selurub pengangguran yang ada, sementara sejak tahun 2000 rata-rata angka
pettumbuhan ekonomi Indonesia tidak lebih darti 3 — 4 persen saja pettahun.
Oleh karena itu, pemecahan (solusi) terhadap masalah pasar kerja dan
pengangguran pemuda ini patut mendapat perhatian serius dan perlu
diupayakan sebaik-baiknya dengan cara mengembangkan kebijakan-
kebijakan pasar ketja yang komprehensif .Salah satu sebab terjadinya
pengangguran adalah adanya ketidak-seimbangan antara permintaan tenaga
kerja, dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada, baik dalam jumlah atau
kuantitas maupun mutu atau kualitasnya. Secara kuantitas, jumlah tenaga
kerja yang tersedia jauh melebihi permintaan atau lapangan kerja yang ada
Sementara secara kualitas, mutu kemampuan dari tenaga kerja yang ada tidak
memenuhi  kualifikasi yang dibutuhkan. Atas dasar  ita strategi
pengembangan kebijakan untuk mengatasi masalah tenaga kerja secara luas
dapat didekati dari dua sisi yaitu pendekatan betorientasi kebutuhan dan
pendekatan berotientasi penyediaan E

Pendekatan berotientasi kebutuhan adalah suatu pendekatan kebijakan
ekonomi yang berupaya meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui
pembukaan lapangan peketjaaan seluas-luasnya. Sedangkan pendekatan
berotientasi penyediaan merupakan suatu pendekatan pengembangan

sumberdaya manusia dan pendidikan yang berupaya meningkatkan



kompetensi ketja melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan agar
dapat diterima dipasar kerja. Kedua strategi pendekatan tersebut perlu
dikembangkan dan dikoordinasikan didalam suata kerangka kerja

pengembangan pemuda dan tenaga kerja yang komprehensif dan terpadu.

1. Masalah Tenaga Kerja

Sebagaimana telah dikemukakan masalah pengangguran dan masalzh
tenaga kerja pada umumnya terjadi karena ketidak sesuaian antara
penyedizan dan kebutuhan, baik didalam hal jumlah angkatan kerja yang
jauh melebihi lapangan kerja yang tersedia, mavupun didalam hal kualitas
keterampilan kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutubkan di
pasar ketja. Ditinjau dad sisi kuantitas, pertumbuhan jumlah angkatan kerja
yang tinggi akan menimbulkan masalah jika tidak diimbangi dengan
pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai. Menurunnya kemampuan
pemerintah menyediakan lapangan kerja discktor formal (misalnya sebagai
akibat krsis ekonomi) mengakibatkan meningkatinya pekerjaan-peketjaan
disektor informal, Keadaan ini akan mengurangi, jika tidak dikatakan
menghilangkan relevansi hasil pendidikan formal dengan dunia kerja.
Bayangkan misalnya dimana relevansi seorang lulusan sekolah kejuruan yang
menjadi pedagang asongan, Menurut Abrahart dan Verme (2006 : 9 — 21)
suatu negara dengan leju pertumbuhan ekonomi rendah dan pertumbuhan
penduduk yang tinggi akan berakibat pada tumbuhnya sector informal
secara substansial. Selanjutnya dicontohkan pada negara dengan

pertumbuhan angkatan kerja tiga persen pertahun, untuk mempertahankan



kesempatan kerja di sector formal akan membutuhkan pertumbuhan
ekonomi lebih dari enam persen per tahun. Jika tidak maka laju penempatan
ketja pada dasarnya akan bersifat supply-driven, dimana kelebihan angkatan
kerja akan menempati sector informal.

Sebaliknya dari sisi kualitas, meningkatnya ketersediaan lapa;ngan kerja
sebagai hasil pertumbubhan ekonomi juga menjadi masalah manakala tidak
diiimbangi dengan kemampuan tenaga ketja yang sesuai dengan yang
dibutuhkan didalam peketjaan. Pada negara-negara yang berotientasi ekspot
seperti Indonesia kerap dikeluhkan akan kurangnya tenaga peketja dan
teknisi yang terampil. Masalah kekurangan tenaga terampil ini mencuat
seiring dengan meningkatnya tekanan kompetisi pasat dan adopsi teknologi
moderen sebagai akibat dad pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikatakan
oleh Gill & Flitman (2005 : 3- 10) bahwa kebutuhan akan tenaga
professional dan pekerja yang memiliki keterampilan teknis dan manual yang
tinggi jauh melampaui kemampuan penyediaan dati hasil pendidikan. Dalam
laporan iklim investasi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerka
Serikat disebutkan bahwa meskipun Indonesia memiliki angkatan ketja
bedebih akan tetapi masih kekurangan tenaga professional terampil.
Laporan tersebut menjelaskan dilihat dati tingkat pendidikan, 55 % angkatan
ketja banya berpendidikan Sekolah Dasar, 15 % berpendidikan Sekolah
Menengah Pertama, 17 % berpendidikan Sekolah Menengah Atas, dan
hanya 2 % saja berpendidikan setingkat diploma politeknik dan 2 % lagi
berpendidikan universitas. Belum lagi dilihat dari mutunya, sebagai akibat

dant rendahnya mutu lembaga pendidikan pada umumnya serta kurangnya



pelatinan ketja telah menghasilkan sejumlah besar angkatan kerja yang
keterampilannya tidak cocok dengan kebutuhan pasat. Untuk meningkatkan
mutu pendidikan, pemerintah baik pusat maupun daerah telah bersama-
sama berupaya meningkatkan anggaran pendidikan.  Namun untuk
mendapat hasilnya dibutuhkan waktu yang masth lama.

Secara umum, salah satu permasalahan pasar kerja yang berkaitan
dengan kualitas tenaga kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Kompetisi
yang semakin sengit sebagai akibat dari globalisasi, menyebabkan terjadinya
perubahan ekonomik dan perdagangan (komersial) sepetti perubahan pasar
tuntutan kualitas produk dan jasa yang semakin tinggi dan menurunnya
produkéi massal. Perubahan-perubahan ini memaksa digunakannya praktek-
praktek baru dibidang industri seperti : otomatisasi produksi, restrukturtsas
manajemen, penerapan strategi baru di bidang personalia serta pethatian
lebih besar kepada kinetja dan kualitas proses maupun produk. Semua
perubahan itu mengandung implikasi bahwa industri membutuhkan pekerja-
pekerja dengan berbagai persyaratan baru : misalnya pekerja yang lebih
luwes (fleksibel), berketerampilan lvas (broadly skill), dan dapat bekerja
didalam tekanan. Mampu metespon petrubahan yang terjadi didalam
pekerjaan, organisasi maupun karir secata cepat dan efektif, melakui proses
belajar sepanjang i::ayat (Von Zolingen, 1995). Para pekerja ini juga
dihatapkan memiliki ketetampilan social dan komunikasi yang baik, bersikap
costumer-friendly, serta memiliki keterampilan komersil dan menjual yang
tinggi. Mampu beketja dengan system informasi dan computer. {Applebaunr

& Batt, 1994; Den Boer & Hovels, 1999; Schumann. ¢2.4/ 1994; Thompsons



& Warhurst, 1998; Zuboff, 1988).. Selanjutnya mereka juga dituntut untuk
dapat beketja secara mandid, mampu memecahkan masalah kompleks,
mempunyai inisiatif, dapat memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat
serta mampu membuat rencana ketja mereka sendiri (Winslow & Bramer,
1994). Bahkan lebih jauh, mereka dituntut memiliki kesadaran akan kualitas,
mampu berpikir kreatif, memiliki cukup motivasi untuk berpartisipasi secara
aktif didalam peningkatan proses produksi, Dalam hal ini loyalitas dan
dedikasi memegang peranan penting. Para pekerja masa kini semakin
diharapkan mampu dan mau terus belajar lebih dari sebelumnya, sehingga
mercka senantiasa dapat mempertahankan kompetensi didalam pekezjaan

yang terus berubah dan berkembang (Delors, 1996; Faure.et.al, 1972).

2. Masalah Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Pendekatan berotientasi penyediaan scbagaimana telah dikemukakan
diatas pada dasarnya merupakan pendekatan solusi tethadap masalah
pengembangan  kualitas sumberdaya manusia. Pengembangan kualitas
sumber daya manusia sendiri merupakan isu yang perlu terus menerus dikaji
karena pada dasatnya merupakan usaha untuk mempertahankan eksistensi
diti serta usaha untuk menghadapi masa depan. Menurut Engkoswara; (1988
: 2) upaya pengembangan sumberdaya manusia penting untuk memastikan
adanya penyesuaian, penyempurnaan, perubahan, dan pemberdayaan, baik
ditinjau dari relevansi, keterpaduan, keserasian, efisiensi, efektivitas mauput
kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia, sehingga lebih fleksibel

menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Persoalan pengembangan



kualitas sumberdaya manusia ini menjadi semakin penting didalam era
globalisasi ekonomi dewasa ini yang ditandai dengan adanya pasar terbuka
dimana tetjadi petsaingan yang semakin sengit, baik ditingkat internasional,
ditingkat otganisasi, dan pada gilirannya juga ditingkat perorangan. Didalam
era persaingan global seperti iﬁl, maka  kualitas sumberdaya manusia
menjadi modal dasar yang semakin penting bagi svatu bangsa untuk tetap
eksis dan dapat bersaing diantara bangsa-bangsa lain didunia. Dalam hal ini,
Gaffar (1996 : 3) telah sejak lama mengingatkan bahwa secara umum bangsa
Indonesia akan menghadapi permasalahan SDM yang besat jika fidak segera |
mencari jalan terobosan untuk mempersiapkan SDM guna menghadapi abad
ke dua pulubh satu, dimana persaingan dan kerjasama dalam pasar bebas
menuntut kualitas SDM yang tingpi.

Yang menjadi permasalahan adalah bahwa proses perubahan dan
pengembangan kualitas sumberdaya manusia ini berjalan secara lambat,
sehingga tidak dapat mengikuti perubahan-perubahan ekonomi dan
teknologi yang betlangsung secara cepat. Dengan kata lain proses
pengembangan kualitas sumberdaya manusia baik melalai pendidikan
maupun pelatihan merupakan upaya tiada henti. Salah satu persoalan yang
muncul adalzh bagaimana mencari metoda-metoda pengembangan kualitas
sumberdaya manusia yang sinergis dalam suatu sistem  terpadu sehingga
sumberdaya biaya, tenaga dan sarana yang terbatas dapat digunakan secara

lebih efektif dan efisien (Engkoswara, 1988 dan Ak, 2003)



Masalah Pendidikan

Seiring dengan itu disadati secara luas bahwa salah satu cara atan
strategi jitu didalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia atau lebih
spesifik lagi tenaga kerja, adalah melalui pendidikan. Kegiatan pendidikan
diyakini mampu memben solusi tethadap daftar panjang permasalahan
tenaga kerja maupun permasalahan sumberdaya manusiz pada umumnya.
Implikasinya pendidikan harus dapat melengkapi manusia dengan
kompetensi spesifik yang memungkinkannya untuk dapat bersaing dalam
kehidupannya. Salah satu wujud dari kemampuan bersaing adalah
kemampuan mempetoleh dan melakukan peketjaan. Dengan demikian,
keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia melalui pendekatan sisi
penyediaan idi pada sebagian besarnya berada di pundak dari betbagai
otoritas dan institusi kependidikan, termasuk pendidikan politeknik.
Didalam hal ini keberadaan pendidikan teknik dan vokasi baik ditingkat
sckolah menengah maupun ditingkat pendidikan tinggi seperti politeknik
diharapkan mampu membed manfaat ganda diantaranya : mengurangi
pengangguran pemuda, untuk menarik investasi, untuk mengurangi ketidak
adilan pendapatan dan seterusnya. Harapan yang demikian tinggl
mengandung konsekuensi petlunya perhatian serius dari pemerintah serta
keterlibatan ~ masyarakat khususnya komunitas  industri terhadap
pengembangan pendidikan pada umumnya, dan pihak pendidikan profesi
vokasional seperti politeknik. sendiri.
Pengalaman menunjukkan bahwa hasil dari pendidikan seringkali

berakhir mengecewakan, terutama dalam hal relevansinya tethadap pasar




ketja Indikasinya banyak lulusan pendidikan yang akhirnya menjadi
penganggur.. Salah satu sebabnya diungkapkan oleh Hanafiah e/ (1994 : 1) |
bahwa program-program pengembangan pendidikan, termasuk pendidikan
teknik dan vokasi masih lebih menckankan hasil pendidikan dalam hal
pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggt, belum didalam hal
peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Hal ini bisa dilihat misalnya dani
cara penilaian pencapaian pendidikan. Selama ini, keberhasilan pendidikan
tinggi kerap hanya diukur dengan pendekatan kuantitatif misalnya
berdasarkan jumlah lulusan atau angka indeks prestasi (Stamet.M.eza, 1996
8). Akibatnya kita telah berpuas did bila sasaran pencapaian jumlah lulusan
telah terpenubi. Kurang dipertimbangkan misalnya apakah lulusan yang
dihasilkan memang dapat memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan pemakai
atau pasat kerja. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Rochim (1997 :
10) hal itu merupakan kesalahan besar dalam teknik “berdagang”, karena
pemakai dalam hal ini industri sebagai pemakai produk pendidikan atau
lulusan harus bersusah payah untuk membentuk ulang para lulusan int
melalui berbagai proses pengembangan SDM internal sehingga sesuai
dengan yang mereka butuhkan

Permintaan akan kualitas lulusan suatu pendidikan memang selalu
cenderung tinggi. Lulusan pendidikan dituntut untuk bisa melakukan segala
macam hal seperti yang dikehendaki oleh pemakai, meskipun sebenarnya
diragukan juga apakah para pemakai ini benar-benar paham atas kualitas
sumberdaya manusia yang mereka inginkan itu.. Akibatnya, sering terlontar

keluhan dikalangan industri bahwa lulusan sistem pendidikan (tinggi) kita
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iap pakai. Dalam hal ini sispakah yang bersalah? Rochim (1997 : 3)
erpendapat bahwa kesalahan berada pa&a kedua pihak yaitu pihak penyedia
SDM yaitu institusi pendidikan dan pihak pengguna SDM yaitu masyarakat
(industri). Dan siapakah yang dirugikan? Tak pelak yang paling dirugikan
adalzh pelanggan utama sistem pendidikan tinggi yaitu mahasiswa serta

ptoses pengembangan SDM itu sendiri.

4. Masalah Pendidikan Politeknik

Jika indicator relevansi pendidikan dengan dunia kerja adalah lulusan
yang siap pakai, maka menurut Atmadilaga (2003 : 26) tidak semua program
pendidikan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang langsung siap pakai,
kecuali pendidikan keahlian profesi seperti dokter, apoteker, akuntan dan
notads. Sedangkan jenis pendidikan linnya, sedikitnya harus mampu
memberikan kemampuan intelektual dan dukungan keterampilan yang
memadai, ataupun pengalaman magang yang prospektif untuk kemudian
dilengkapi oleh pemakai melalui latihan khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Jika mengikuti pendapat tersebut maka pendidikan diploma, baik yang
ada di politeknik maupun universitas dapat digolongkan sebagai jenis
pendidikan ptrofesional karena salah satu tujuan utamanya adalah
menghasilkan Julusan yang siap pakai dén diatahkan untuk menjadi tenaga
profesional di jalur teknisi pada bidang tertentu di tempatnya bekezja.
Didalam Panduan Akreditasi Program Studi Diploma disebutkan bahwa
program diploma adalah program pendidikan pada jalur pendidikan

professional yang menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian
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dan keterampilan pada bidangnya masing-masing, sertza memiliki
kemampuan penerapan ilmu dan teknologi secara praktis. Dengan demikian
pendidikan diploma merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya
pengembangan sumberdaya manusia Indonesia. Dalam hal ini pendidikan
politeknik menempati kedudukan strategis karena mempunyai sasaran utama
menghasilkan lulusan yang mampu berperan secara produktf dalam
pembangunan nasional (Hadiwaratama, 2002 : 515). Oleh karena itn, kiranya
akan bermanfaat apabila praktis dan pengalaman manajemen yang diperoleh
didalam praktek pendidikan politeknik selama ini dikaji dan direfleksikan
kembali, dikaitkan dengan supta-sistem pengembangan kualitas sumberdaya
manl:lsia pada umumnya menuju sasaran pembangunan SDM nasional secara
keseluruhan dimasa depan. Misalnya dapat dikaji apakah sesuai dengan asas
ekonomi supply and demand, suatu program diploma dapat dibuka, baik oleh
pihak pemerintah maupun swasta ketika pasar membutuhkan dan
menutupnya ketika pasar tidak membutuhkannys Disini “pasat” harus
menjadi kata kunci.

Implikasi dari pendekatan pasar  adalah babwa pengelolaan
pendidikan program politelnik dan diploma scharusnya lebth betotientasi
kepada kebutuhan pasar. Dengan demikian suatu program diploma misalnya
bisa dibukz ketika dikehendakt hanya untuk sam bidang studi, satu bidang
keahlizn dan satu bidang spesialisast saja. Perguruan tinggi didaerah tertentu
misalnya tidak perlu memaksakan diri untuk membuka program diploma
pada banyak program studi, cukup satu atau beberapa saja yang dibutubkan

didaerah ite. Hal ini perlu ditekankan sebab pembentukan suatu spesialiasi
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untuk program studi diploma jika dikelola dengan benar, akan
membutuhkan sumberdaya bizya dan tenaga yang tidak sedikit. Sebagai
gambaran Politeknik Mekanik SwissPMS- ITB dengan satu jurusan mesin
saja menyerap dana investasi US$ 600.000 untuk bangunan gedung dan
US$2.200.000 untuk peralatan (Supriadi, 2002 : 520)

Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, pendidikan tinggi
diploma (D) politeknik memiliki cifi-ciri khusus yang berbeda dengan
pendidikan tinggi sarjana (S). Pendidikan diploma bersifat membetikan
pendidikan keahlian terapan yang lebih menitik betatkan pada #o know bow
daripada 7 Anow why dan tidak memberikan gelar akademik kesarjanaan,
tetapt memberikan diploma keahlian kepada para lulusannya. Sebagaimana
dikemukakan oleh Hadiwaratama (2002 : 564) bahwa pendidikan diploma
politeknik memiliki sifat dan tujuan khusus sebagai jalur pendidikan keahlian
kejuruan yang bercid ilmu terapan dan bersifat occapational atau Job-specific,
sehingga lebih langsung bersentuhan dengan dunia usaha dan kerja. Dengan
demikian kebutuhan akan relevansi dan produktivitas dirasakan lebih nyata
pada pendidikan jalur diploma daripada pendidikan tinggi pada jatur sarjana

Melihat pentingnya peranan pendidikan diploma politeknik didalam
pembangunan nasional secara keseluruhan, Pemerintzh Indonesia sejak
tahun 1982 telah membuka dan mendirikan berbagai lembaga pendidikan
profesi/vokasi ditingkat diploma baik di universitas maupun politeknik.
Sekarang ini tidak kurang dar 100 politeknik negeri dan swasta beroperasi
diseluruh Indonesia, belum termasuk pendidikan diploma di universitas

(Supriadi, 2000). Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) diditikan pada
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tanggal 24 April 1982 dengan nama Politeknik Tnstitut Teknologi Bandung
bersama-sama dengan 5 politeknik lain : Politeknik Universitas Indonesia
(sekarang Politeknik Negeti Jakarta), Politeknik Universitas Sumatera Utara
(sekarang Politeknik Negeri Medan), Politeknik Universitas Sriwijaya
(sekarang Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang), Politeknik Universitas
Diponegoro (sekarang Politeknik Negerd Semarang), dan Politeknik
Universitas Brawijaya (sekarang Politeknik Negeri Malang).

Dengan diberlakukannya UU No 20/2003 tentang system pendidikan
nasional, maka pendidikan politeknik menjadi menjadi pendidikan vokasi
yang sejajar dengan pendidikan akademik. Berdasarkan SK. Mendikbud No
085/0/1997 téntang pendirian Politeknik Negeri Bandung, nama Politeknik
ITB berubah menjadi Politeknik Negeri Bandung (Polban) dengan status
mandiri sebagai perguruan tinggi negeri. Politeknik Negeri Bandung
menyelcnggafakan program pendidikan Diploma 3 dan Diploma 4. Saat ini
Politeknik Negeri Bandung terditi atas 22 Program Studi yang tergabung
didalam 13 Jurusan. Memiliki jurnlah mahasiswa aktif 3359 yang diasuh
oleh 486 dosen tcmp; Kuliah teori dilaksanakan pada 90 ruang kuliah dengan
luas total 8936 m2. Kegiatan praktikum dilaksanakan pada 129 laboratorium
dengan luas total 10824 m2. Dilayani oleh 329 tenaga administrasi dengan
luas ruangan 7823 m2. Peralatan laboratorium umumnya dengan teknolog
1990 an.

Program Studi Teknik Elektronika tergabung didalam Jurusan Teknik
Elektro bersama—sama dengan Program Studi Teknik. Telekomunikasi dan

Program Studi Teknik Listrk. PS. T. Elektronika saat ini memiliki 242
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mahasiswa aktif dengan 35 Dosen Tetap. Profil mahasiswa lama, rata-rata IP
semester 2,93 dan IPK 2,79. drop out 4. Profil mahasiswa baru, target 96
mahasiswa, calon mahassiwa 357, lulus selekst 106, mendaftar ulang 92.
Profil Dosen 22 berjasah S1, 10 berjasah S2 dan 3 betijasah D4. Profil
lebih rinci dapat dilthat pada Lampiran 1

Menjadi pertanyaan adalah apakab pendidikan diploma politeknik
dewasa ini masih dapat mengemban misinya menghasilkan Inlusan yang
profesional yang dapat diterima oleh pasar kerja sebagaimana menjadi tujuan
pada awal didirtkaonya pendidikan jenis ini. Apakah dalam korun waktu
lebih dari dua dasawatsa tidak terjadi perubahan atau lebih tepat penvrunan
kinetja atan mutu lulusan. Dengan ungkapan lain apakah pendidikan
politeknik sudah atau masih terkait (fn€) dan sesuai (match) dengan
kebutuhan pasar kerja sekarang dan masa depan. Kebijakan fnk and match
dapat dijabarkan sebagai suatu tingkat kesesuajan (relevansi) antara hasil
pendidikan (lulusan) sebagai pembentuk sumberdaya manusiz yang dengan
dunia kerja dan industri sebagai pengguna tenaga ketja (lulusan).

Dari penelifian awal dapat diamati bahwa upaya untuk mengangkat
tingkat relevansi pendidikan diploma masih menemui berbagai kendala.
Indikasinya antara lain dapat dilihat misalnya dari banyaknya institusi dan
program studi diploma politeknik maupun universitas yang masih kesulitan
memenuhi standar akreditasi pendidikan diploma. Apabila ditelaah secara
lebih mendalam dapat disimak bahwa permasalahan yang dihadapi
pendidikan program diploma dapat diidentifikasi mengarah kepada aspek-

aspek manajemen program pendidikan. Misalnya proporsi satuan kredit
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semester untuk praktikum yang kurang memadai, sarana Jaboratorium yang
kurang, rasio dosen mabasiswa dan kesesuaian bidang ilmunya dan
sebagainya. Indikasi lain misalnya masih banyak Iulusan program diploma
yang menganggur dan bahkan mengikuti program pemberdayaan lulusan
(program refooling) yang diadakan oleh pemerintah. Selain itu banyak juga
lulusan program diploma yang tidak bekefja melainkan langsung
melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1. Hal ini bisa menunjukkan bahwa
tamat pendidikan diploma tidak cukup memadai untuk mendapat peketjaan
dan hidup layak. Jika dugaan ini benar maka twjuan pendidikan diploma
sebagai pendidikan yang bersifat terminal (untuk terus beketja) menjadi

tidak tercapai

5. Masalah Manajemen Pendidikan

Banyak faktor dapat dicurigai sebagai penyebab dari permasalahan
pendidikan tersebut diatas. Salah satunya diduga bersumber pada
permasalahan pengelolaan atau manajemen, dalam hal ini manajemen
pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, Hanafiah. ena/ (1994 : )
misalnya berpendapat bahwa masalah pendidikan antara lain disebabkan
petguruan tinggi di Indonesia yang relatif belum matang, umumnya lahir
dengan konsep pengelolaan organisasi yang konvensional, akan tetapi
tumbuh dalam masyarakat yang berkembang dan berubah dengan sangat
cepat. Akibatnya menurut Hanafizh seting terjadi pola manajemen yang
dimaksudkan untuk bisa memperlancar jalannya organisasi dan operasi

perguruan tinggi, malah sering dituding sebagai penyebab kurang lancarnya



16

berbagai proses dalam manajemen perguruan tinggi. Kurang jelas apa yang
dimaksud ~ ‘belum matang’ oleh Hanafiah. Apakah dari usianya. Jika
dibandingkan dengan Cambridge University yang didirikan tahun 1248, jelas
tidak satupun perguruan tinggi di Indonesia yang dapat dikatakan sudah
tnatang (lih : Soedyjarto, 1998 : 114).

Selanjutnya dinyatakan oleh Hanafiah bahwa organisasi konvensionil
adalah organisasi pendidikan yang belum menerapkan prinsip dan praktek
manajemen modern seperti manajemen strategis dan manajemen mutu..
Tidak jelas yang dimaksud dengan organisasi konvensionil dan manajemen
moderen oleh Hanafiah. Apakah  Sdemific  Management sebagaimana
ditemukan oleh Frederick Taylor  ataukah  manajemen moderen
sebagaimana ditemukan oleh Henri Fayol Kedua tokoh tersebut boleh
dikatakan sebagai penemu atau founding fathers dati teori manajemen moderen
seperti yang kita gunakan sampai sekarang ini (Hoy & Miskell, 2001 : 10}.

Teoti manajemen ilmizh Taylor membeti jalan bagaimana
mengpunakan sumberdaya manusia secara efektif didalam organisasi
industri. Dalam teor ini pembagian pekerja merupakan prinsip dasar suatn
otganisasi. Dengan demikian semakin banyak suatu pekerjaan dapat dipecah
kedalam komponen-komponen, semakin spesialis dan karenanya semakin
efektif seorang pekerja melakukan tugasnya. Untuk melengkapinya
pemisahan pekerja dikelompokkan kedalam tugas-tugas, dimana tugas—tugas
ini kemudian diintcgtasikan kedalam departemen-departemen. Walaupun
kriteria pembagian tugas sepertl ini bisa menimbulkan konflik kepentingan,

akan tetapi pembagian divisional atau departementalisasi senditi merupakan
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aspek manajemen yang diperlukan. Salah satunya adalah departemen
petsonalia yang kemudian betkembang menjadi departemen sumberdaya
manusia (HRD). Masalah pengembangan sumberdaya manusia diangkat
disini berkaitan dengan thema dan pokok kajian pada penelitian ini.

Sementara itu, sebagaimana Taylor, Henri Fayol juga mengambil
pendekatan manajemen ilmiah didalam menjelaskan administrasi organisasi.
Menurut Fayo!l fungsi-fungsi administrasi terdiri atas perencanaan (planning),
pengotganisasian (organising), penugasan (commanding), koordinasi (ceordinating)
dan pengendalian (rontroliing (Urwick, 1973 : 119). Manajemen strategis
sebagaimana disebutkan oleh Hanafiah merupakan sebagian kecil saja dari
fangsi perencanaan, sementara manajemen mutu barangkali dapat
dimasukkan sebagai bagian dati fungsi pengendalian.

Seiring dengan itu sebagaimana diuraikan oleh Campbell (1987)
petkembangan manajemeni pendidikan berlangsung parallel dengan bidang
manajemen pada umumnya. Hal iu dimungkinkan sebab meskipun
manajemen moderen pada awalnya ditujukan bagi organisasi bisnis
(tetrnasuk industrl), akan tetapi prinsip-prinsipnya dapat juga diterapkan
pada organisasi non-bisnis sepetti organisasi kependidikan. Oleh karenanya
agaknya kutang tepat jika dikatakan bahwa manajemen konvensionil Taylor
sudah lewat Bahkan dalam kenyataannya sebagaimana diangkat oleh
Kanigel (1997) bahwa Taylorisme sudah merasuk sedemikian rupa kedalam
jaringan kehidupan semua organisasi moderen, termasuk didalamnya
organisasi kependidikan seperti politeknik, sebagaimana kedalam kehidupan

kita sehati-hari. Obsesi Taylor texhadap ketepatan waktu, ketertiban tatanan,
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produktivitas dan efistensi diwujudkan kedalam kehidupan moderen dewasa
ini didalam  perkembangan menakjubkan electronic  organiser,
communicator, internet, laptop, mobile phones (HP), voice mail, video-mail
dan sebagainya, kesemuanya membantu kita untuk tetap produktif dan
efisien. Sekarang ini, gerakan Taylotisme mungkin secara inteletual
dianggap ‘out of fashion’, pamun siapa dapat membantah dampaknya
terhadap masyarakat luas. Baik atau buruk, ternyata Taylorisme tetap hidup.

Meskipun setiap organisasi baik bisnis maupun kependidikan dapat
sama-sama memperoleh manfaat dar implementasi ptinsip-prinsip
manajemen moderen, akan tetapi menerapkan pﬁﬁnsip manajemen bisnis
kedalam ozganisasi non-bisnis, seperti organisasi kependidikan memang
tidak mudah. Hal ini disebabkan terdapat banyak perbedaan katakteristik
dati kedua jenis organisasi tersebut yang pada gilirannya berimplikasi kepada
cata pengelolaan organisasi maupun produknya, sebagaimana dirangkum
oleh Wright, Kroll & Parnell (1996 : 301 — 307) antara lain berikut ini.

Salah satu perbedaan yang paling nyata adalah suﬁ:bet pendapatan.
Organisasi bisnis memperoleh pendapatan sematz dari keuntungan
penjualan produk atau jasa yang dihasilkannya. Sedangkan organisasi non-
bisnis bisa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber termasuk dati
penjualan produk dan jasa, seringkali bahkan betasal dari sumber yang tidak
secara langsung memperoleh keuntungan dari organisasi tersebut, misalnya
donatur. Akibatnya manajemen organisasi non-ptofit harus menghadapi dua
kepemin.gan sekaligus yaitu bagaimana melayani pelanggan sebaik-baiknya,

sekaligus bagaimana mengamankan pembiayaan untuk memberikan
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pelayanan tersebut.  Keharusan organisasi non-bisnis wntuk merespon
kepada berbagai kepentingan yang berbeda, akan menempatkan manajemen
pada pertimbangan dan posisi yang sulit didalam pengambilan keputusan.
Akibat lainnya adalzh misi dan tujuan organisasi non-profit cenderung
menjadi kabur, sangat umum dan meluas.. Menjadi masalab karena dengan
tujuan yang tidak jelas, manajemen akan sulit mengukur kemajuan dan
keefektifan organisasi. Dalam keadsan demikian tujuan organisasi sering
lebih banyak mencerminkan keinginan para pendukung keuangan daripada
kebutuhan pelanggan organisasi itu senditi. Demikian pula dalam hal kendali
manajemen, kepemimpinan organisasi non-profit seringkali mempunyai
ototitas yang lemah, sehingga sulit mengendalikan organisasi secara efektif.
Hal seperti ini tidak terjadi pada organisasi bisnis, dimana kepentingan para
pemegang saham dicapai melalui satu cara saja yaitu melayani kepentingan
pelanggan semata.. |

Berbagai kesulitan penerapan prinsip dan praktis manajemen moderen
kedalam manajemen pendidikan politeknik dapat betimplikasi luas dan
merugikan yang berakibat pendidikan diploma menjadi tidak jelas arah dan
tujuannya. Sebagai contoh pendidikan program diploma atau politeknik
sering dikelola dengan pendekatan pendidikan sarjana yang dipotong
setahun begitu saja atau dulu dikenal sebagai pendidikan sarjana muda 5.
Hal ini mengakibatkan lulusan diploma mempunyai kemampuan akademik
dan keterampilan yang serba tanggung.  Pengamatan pada beberapa
universitas negeri bekas IKIP menunjukkan bahwa pembukaan program

diploma 3 teknik di institusi tersebut pada awalnya dimaksudkan agar dapat
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mengambil peluang untuk meningkatkan peralatan laboratorium fakultas
teknik bekas IKIP nya dulu, bahkan sebagai batu loncatan menuju program
S1 murni (non kependidikan). Akibatnya tujuan dan pengelolaan
pendidikan diploma di institusi tetsebut menjadi kabur.

Disisi lain, masyarakat industri sebagai pengguna produk pendidikan
juga tampaknya kurang memberi penghargaan atau apresiasi memadai
tethadap lulusan maupun lembaga pendidikan diploma karepa tidak
memberikan  gelar akademik kepada para lulusannya. Hal ini
dimanifestastkan misalnya dengan memberikan upah lebih rendah kepada
karyawan mereka yang lulusan diploma daripada yang lulusan sarjana.
Bahkan ada beberapa kasus dimana lulusan diploma dihargai sama dengan
lulusan sekolah menengah baik gaji dan pangkatnya. Pemerintah sendiripun
setali tiga uang, sepet&\ya kurang menunjukkan keberpihakannya kepada
lulusan diploma ini. Misalnya dalam perekrutan pegawai negeri sipil terdapat
peratutan yang memberi mereka pangkat lebih rendzh daripada rekan
mereka yang lulusan satjana.

Alasan lain yang juga sering didengar adalah bahwa pendidikan
diploma merupakan pendidikan terminal, sehingga berkonotasi seolah-olah
dibatasi untuk mengembangkan karir atau melanjutkan pendidikannya.
Akibatnya banyak mahasiswa yang memasuki program diploma hanya
sebagai pilihan kedua setelsh tidak diteima di pendidikan sarjana
dambaannya. Hal ini kerap menjadi salzh satu alasan mengapa pengelolaan
pendidikan diploma pada beberapa perguruan tinggi, terutama swasta yang

diamati dilakukan dengan pendekatan pendidikan sarjana dalam bentuk



meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Diduga penyebab seb

adalah bahwa lembaga-lembaga tersebut kesulitan melaksanakan kuliah-
kuliah praktek

Alasan agar mudah meneruskan pendidikan ini dapat diterima sebab
membatasi orang untuk melanjutkan pendidikannya dapat dianggap sebagai
pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana pernah terjadi misalnya ketika
Iulusan sekolah menengah kejuruan (STM) dibatast masuk perguruan tinggi
(misalnya ITB) melalui betbagai peraturan yang diskriminatif (misalnya
harus bekerja dahulu). Namun demikian, jika diingat bahwa tujuan dan misi
pendidikan diploma berbeda dengan pendidikan satjana, maka sebaiknya
pengembangan pendidikan (misalnya melanjutkan pendidikan)  tidak
dilakukan secara lintas jalur. Rasionalnya adalah, sebagaimana telah
dikemukakan dimuka bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan
antara pendidikan program satjana dengan pendidikan program diploma.
Misalnya, kemampuan professional dan kompetensi kerja lulusan program
diploma lebih penting dari pada pencapaian dan kompetensi akademik yang
menjadi tolok ukur kualitas halusan program sarjana. Implikasinya proporsi
praktikum dalam program diploma lebih banyak dengan tujuan yang
berbeda dari pada program sarjana. Konsekuensinya, dibutuhkan sarana
laboratorium dan peralatannya serta dukungan sumberdaya lebih besar juga.

Dengan adanya petbedaan-perbedaan karakteristtk pendidikan
program diploma dari pendidikan program satjana, maka idealnya program

diploma mendapat pengelolaan pendidikan yang berbeda dengan
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pengelolaan program sarjana. Konsekuensi logisnya lulusan program D3
sebaiknya tidak dapat langsung melanjutkan ke program S1, zakan tetapi
harus dipermudah untuk melanjutkan ke program D4. Petsyaratan dan
pembatasan penerimaan ke program D4 atau sebaliknya kemudahan
memasuki program S1 bagi mereka lulusan D3 dapat merugikan sistem
pengembangan SDM itu sendiri.

Jika alasan pembatasan ini adalah upaya pemerintah untuk
menyediakan tenaga berkualifikasi D3 yang mencukupi, maka alasan itu
tidak dapat ditenma, sebab pembatasan semacam itu tidak perlu dilakukan
jika lulusan diploma dihargai dan dapat naik jenjang katir secara wajar
seperti halnya pola pengembangan SDM diperusahaan dan industd. Hal ini
perlu mendapat dukungan pemerintah dan apresiasi perusahaan, schingga
para lulusan ini tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikannya secara
formal kejenjang yang lebih tinggi apalagi secara lintas jalur.

Permasalahan juga tampak pada para dosen pengajar program
diploma. Tampaknya kurang adil jika dosen program diploma (khususnya
politeknik) seperti dihalangi untuk mencapai karir gurubesar, dengan alasan
mereka tidak memerlukan jabatan setinggi itu karena lebih banyak mengajar
praktek, sementara bersamaan dengan itu mereka diharuskan memenuhi
angka kredit sam2 seperti dosen pada program sarjana’ yang lebih
menekankan pada pencapaian akademis atau penelitian dasat (basic research).
Kebiasaan pada program sarjana dimana dosen teori dianggap lebih
dihargai daripada dosen praktek agaknya juga tetbawa pada pandangan

tethadap program diploma. Akibatnya ada kesan seolah-olah dosen program
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diploma kurang dihargai dibandingkan dengan dosen program S1. Sebagai
contoh, para dosen progtam diploma yang ada pada beberapa fakultas
(bukan politeknik) sering merangkap juga sebagai dosen program 51. Para
dosen ini keberatan jika diminta melepaskan jabatan sebagai pengajar 51 dan
berkonsentrasi di program diploma saja. Padahal pada program diploma
dosen praktek sama pentingnya dan sehatusnya dihargai sama dengan dosen
teoti. Permasalahan semacam ini timbul disebabkan oleh tidzk jelasnya
kedudukan pengajar praktek didalam fungsi-fungsi kependidikan tinggi.
Dalam PP No 30/1999 pasal 98 misalnya hanya dikemukakan bahwa tenaga
kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang
akademik, tanpa dijelaskan apa yang dimaksud dengan tenaga penunjang
akademik mungkin termasuk didalamnya pengajar praktek. Kiranya ada
baiknya pemikiran suatu pendekatan dimana kepada dosen program diploma
(terutama dosen praktek) diberikan kesempatan yang sama dalam mencapai
jenjang karir puncak setara dengan gurubesar (mungkin dengan nama yang
lain) yang dapat dicapai melalui pencapaian kredit professional misalnya
penelitian terapan atau inovasi teknologi yang lebih cocok untuk dosen
program diploma setara dengan pancapaian akademik, sehingga para dosen
diploma ini tidak tertarik untuk mengajar rangkap di program S1 atau
bahkan di perguruan tinggi lain demi mengejar karir akademisnya sebagai
gurubesar, sehingga akan lebih berkonsentrasi memanfaatkan dan
mengembangkan profesiopalisme dan kepakarannya mencetak tenaga-

tenaga ahli berkualifikasi diploma.
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Terlepas dart  betbagai permasalahan  distas yang lebih
memprihatinkan adalzh sinyalemen bahwa para dosen program diploma in
akan mengajar dengan metoda, dan mungkin juga dengan gaya sepetti dosen
program sarjana. Misalnya memben porsi analisis yang lebith banyak
daripada porsi terapan  yang secara hakiki lebih dibutuhkan dalam
pengajaran program diploma. Akibatnya, dan ini disinyalir sudah mulai
terjadi, pendidikan program diploma lambat laun betgeser menjadi
pendidikan setengah akademis yang tanggung dan tujuan pendidikan

program diploma menjadi kabur

6. Masalah Manajemen Program Pendidikan Politeknik

Penelitian dan pengamatan awal pada  beberapa politeknik
menunjukkan pada wmumny2 mempunyai visi den misi yang relevan
dengan pasar ketja. Namun pengamatan yang sama juga menunjukkan
bahwa visi dan misi tersebut tidak teraksana dengan baik. Hal ini
menunjukkan bahwa menerapkan manajemen kedalam implementasinya
bukan peketjaan mudah. Studi Gratton. eza/ (1999) tm@g penerapan
manajemen menemukan bahwa umumnya selalu terjadi kesenjangan yang
lebar antara retorika dan realita atau dengan kata lain antara teori dengan
prakteknya. Dikatakannya bahwa manajer bisa saja mengusulkan berbagai
hal yang baik tentang manajemen, namun realisasinya seringkali sangat sulit
Hal it dikarenakan adanya berbagai masalah didalam proses dan konteks
manajemen sepetti masalah ptioritas, cara betpikir jangka pendek, kurang

dukungan dari manajemen puncak, prasarana yang tidak memadai,
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i;eku:angan sumberdaya, petlawanan untuk berubzh dan suasana atau iklim
ketja yang tidak kondusif.

Didalam kaitan dengan pendidikan pohteknik, maka berbagai masalah
manajemen program tersebut akhirnya berujung pada produk (lulusan) yang
kurang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Hasil studi oleh Pusat
Pengembangan Pendidikan Politeknik dan Diploma (P4D) di Politeknik
Negeri Bandung pada petioda tahun 2003-2004 menunjukkan angka
pefsenmse rata-rata antisipasi kurikulum jurusan maupun program studi
terhadap keterampilan yang dibutubkan industri hanya mencapai sekitar 46
%. (Lihat Tabel 1.1). Antisipasi kurikulum adalah semacam ukuran sejauh
mana kurikelum  jurusan atau  program studi di  politeknik  dapat
menghasilkan keterampilan (kompetensi kerja) lulusan yang sesuai dengan
yang dibutubkan oleh pasar kerja industri.

Seiting dengan itu, hasil studi yang sama juga menunjukkan bahwa
kemampuan kegiatan mavpun fasilitas laboratortum yang ada di jurusan dan
program studi untuk mengantisipasi keterampilan yang dibutuhkan industr
hanya mencapai rata-rata 45 %. (lihat Tabel 1.2). Rendahnya angka antisipasi
keterampilan lulusan yang dibutuhkan industri didalam kutikulam dan
laboratorium politeknik (45 %) sebagaimana ditunjultkan didalam hasil studi
tersebut menunjukkan adanya ketidak sesuaian (irelevansi) antara lulusan

politeknik dengan pasar kerja.
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, Tabel 1.1
- Petsghtase Antistpasi Keterampilan Dalam Kurikulum Jurusan Di Politeknik
Negeri Bandung (Sumber : Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik

2004)

Program Studi Persentase kandungan kurikulum
yang dapat mengantisipast
keterampilan yang diharapkan
industn (%)

Teknik Sipil (ST} 70
Teknik Mesin (MM) 70
Teknik Refrigerasi Tata Udara (RA) 70
Teknik Energi(TE) 15
Teknik Aeronotika (AE) 60
Teknik Elektronika(EL) 27
Teknik Listak(LI) 50
Teknik Telekomumikasi{IL) 20
Teknik Kimia(TK) 40
Teknik Komputer(KO) 60
Akuntansi(AK) 50
Keuangan dan Perbankan(KP) 15
Administrasi Niaga(AN) 50
Rata-rata 46
Tabel 1.2

Persentase Antisipasi Keterampilan Dalam Kegiatan Laboratorium
Politeknik (Sumber : Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik, 2004)

Program Studi Petsentase kegiatan laboratorium
yang dapat mengantisipasi
keterampilan yang diharapkan
industri (%)

Teknik Sipil (SI) 70
Teknik Mesin (MM) 70
Teknik Refrigerast Tata Udara (RA) 90
Teknik Energi(TE) 15
Teknik Aeronotika (AF) 60
Teknik Elektronika(F1.) 15
Teknik Listrik{L.I) ‘ 50
Teknik Telekomunikasi(TL) 20
Tekntk Kimia(TK) 40
Teknik Komputer(KO) 40
Akuntansi(AK) 50
Keuangan dan Petbankan(KP) 15
Administrasi Niaga(AN) 50
Rata-rata 45
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Iebih jauh hal itu dapat dimaknai sebagai adanya sen%a
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kesenjangan pemahaman dikalangan pengelola akan manajemen penditﬁ‘*\—/

program diploma baik secara intitusional maupun instruksional yang dapat
menjadi kendala upaya peningkatan kualitas dan relevansi lulusan program
politeknik dengan kebutuhan pasar kerja. Adanya celah pemahaman tersebut
mendorong pengusulan thema penelitian ini. Hasil pengamatan tersebut
juga mengindikasikan bahwa tampaknya penerapan paradigma relevansi
dalam pendidikan politeknik menarik namun sekaligus juga sulit diwujudkan.
Dikatakan menarik, karena relevansi selalu diusung sebagai visi, misi dan
tujuan utama dan pencapaian yang logis dari suatu program pendidikan
termasuk  politeknik. Dikatakan sulit, karena pengembangan dan
pelaksanaan upaya peningkatan relevansi tidak mudah dilaksanakan karena
menuntut peningkatan semua sumberdaya yang ada di poﬁtehﬁk.

Ditinjau sebagai tujuan, maka indikator utama pencapaian relevansi
pendidikan politeknik adalah sejauh mana manajemen program politeknik
mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan
pasar ketja. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka politeknik perlu
memazhami terlebih dahulu sedikitnya tiga hal yang saling berkaitan yaitu : -

a. Apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja dan industri ?

b. Bagaimana manajemen program pendidikan politeknik dijalankan »

c. Strategi atau kiat manajemen apa yang dapat diambil untuk

memenuhi kebutuhan pasar kerja tersebut ?

Didalam kerangka pemikiran demikian, maka penelitian ini dilakukan

dengan maksud mencoba mencar pemahaman mengenai manzjemen
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program pendidikan politekntk yang dapat meningkatkan pencapaian
relevansi pendidikan politeknik dan diploma pada umumnya sebagai satu
tahapan yang penting menuju suvatu pemahaman utuh akan suatu
pengelolaan pendidikan diploma politeknik yang berwawasan kebutuban

pasar kerja sebagaimana tertuang dalam judul penelitian ini.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah bagaimana menyesuaikan
program pendidikan politeknik dengan kebutuhan pasat ketja sebagaimana
telah dipaparkan dimuka, permasalaban spesifik yang menjadi fokus kajian
dalam penelitian ini dapat ditumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian
kualitatif sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tuntutan kebutuhan industri terhadap kualitas tenaga
kerja lulusan pendidikan politeknik

2. Bagaimanakah manajemen pendidikan yang diterapkan pada
program pendidikan politeknik saat ini.

3. Bagaimanalah strategi kelembagaan yang dikembangkan di
politeknik untuk meningkatkan kesesuaian lulusan dengan
kebutuhan pasar ketja industti..

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pola dan penerapan manajemen
pendidikan politeknik di tingkat program studi dikaitkan dengan relevansi
lulusannya tethadap kebutuhan dunia industri Cakupan opetasional
penelitian dibatasi pada situasi kasuistk pada program studi teknik

elektronika di politeknik yang diteliti yaitu Politeknik Negeri Bandung..
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Sementara  analisisnya meliputi berbagai aspek manajemen,  yang
merupakan substansi dati mansjemen pendidikan termasuk diantaranya
aspek kurikulum, aspek proses belajat mengajar dan aspek sumberdaya.
Temuan yang diharapkan berupa strategi manajemen pendidikan politeknik
kemudian dikedepankan sebagai wusulan tentatif untuk strategl
pemberdayaan dan peningkatan manajemen pendidikan politeknik dan
progtam diploma umumnya menuju manajemen pendidikan  yang
berwawasan dan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Kajian difokuskan pada manajemen prigarm studi, dengan rasional
bahwa program studi merupakan unit manajemen pendidikan yang paling
operasional dan berdampak (bersentuhan) langsung tethadap produk
pendidikan (mahasiswa dan lulusan). Secara spesifik dipilih program studi
teknik, dengan rasional bahwa program studi teknik mempunyai mndicator
kompetensi dan relevansi dengan industd  yang lebih nyata daripada
program studi diploma non teknik, sehingga akan lebih memungkinkan
memperoleh gambaran yang mewakili tentang hubungan pola manajemen
pendidikan terhadap kompetensi dan kinerja lulusan sebagai tenaga  kerja
yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar ketja sebagaimana yang
dimaksud dalam judul penelitian ini.

Disadari bahwa dengan betbagai pembatasan tersebut akan
berimplikasi pada keterbatasan tingkat generalisasi dari temuan penelitian
ini. Oleh sebab itu setizp hasil temuan penelitian yang dapat ditarik dari

proses penelitian ini adalah case-sensitive sehingga petlu dipahami secara
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kontekstual sesuai dengan kondisi program studi yang diteliti dan digunakan

secara tentative.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran
pola dan strategi pengembangan manajemen pendidikan politeknik
berwawasan kebutuhan pasar kerja yang dapat meningkatkan kemampuan
politeknik untuk menghasilkan lulusan dengan kualitas yang relevan dengan
kebutuhan pasar kerja khususnya industri.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut, operasional penelitian int
diarahkan untuk terlebih dahulu mencari jawaban atas pertanyaan penelitian
sebagaimana telah dikemukakan dalam perumusan masalah peneliian, Atas
dasar itu maka penelitian ini mempunyai tujuan khusus yaitu menemukan

1. Gambaran persepsi kalangan industri tentang kebutuhan kualitas
tenaga kerja yang diharapkan dari para lulusan politeknik.

2. Gambaran pola manajemen program pendidikan politeknik yang
berpengaruh pada kualitas lulusan politeknik.

3. Gambaran strategi manajerial kelembagaan yang dikembangkan di
politeknik untuk meningkatkan relevansi kualitas Iulusan politeknik

dengan tuntutan pasar kerja industri.
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D. Manfaat Penelitian

Sejak program pendidikan diploma politeknik dibuka pertama kali
lebih dati 20 tahun yang lalu, kiranya belum banyak kajian yang secara
khusus dan mendalam mengupas mengenai penyelenggaraan pendidikan
politeknik, khususnya yang betkaitan dengan keberadaan lulusannya di
industri. Implikasinya diduga dan dikvatirkan pendidikan politeknik akan
atau bahkan mungkin telah kehilangan arah sebagaimana disinyalir dari
betbagai masalah yang muncul sebagaimana telabh diuraikan dimouka. Oleh
karena itu besar harapan bahwa penelitian ini cukup berharga dan penting
dalam upaya turut mencati pemahaman terhadap sebagian dad
permasalahan manajemen pendidikan politeknik  yang  betorientasi
kompetensi ketja. Pemahaman tersebut dibarapkan dapat digali melalui
penelitian terhadap pola manajemen politeknik yang mempengaruhi
pencapaian  kebethasilan = pendidikan  dilihat dari kemampuanny2
menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar ketja.
Pemahaman semacam ini penting sebagai evaluasi untuk mengetahut posisi
politeknik didalam kancah perkembangan pasar ketja industri dari waktu ke
waktu. Selapjutnya hasil evaluasi dapat dijadikan pangkal tolak bagi
politeknik untuk mereposisi diri dimasa depan, dimana pasar kerja global
mengandung konsekuensi persaingan yang makin ketat baik dan segi
lembaga pendidikan penyelenggara dimana semakin banyak saingan
politeknik yang boleh beroperasi di Indonesia baik swasta maupun asing
maupun dari segi kesempatan kerja ditnana semakin banyak saingan lalusan

politeknik dari lulasan swasta dan tenaga kerja asing.
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Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan bernilai guna dan
bethasil guna sedikitnya menambah kajian dalam bidang ilmu kependidikan
khususnya bidang administrasi pendidikan, serta bermanfaat secara praktis
aplikatif untuk pengembangan kebijakan dalam bidang manajemen
pendidikan, khususnya pemberdayaan manajemen pendidikan program
diploma di politeknik maupun program diploma professional lainnya

Secata khusus penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 1. Bagi
lembaga politeknik dapat dijadikan sebagai semacam pedoman untuk
pengembangan sumberdaya yang ada untuk memelihara kebetlangsungan
layanan pendidikan yang relevan. 2. Bagi person individu di politeknik sebagai
penjamin mutu sehingga setiap petson individu mempunyat akuntabilitas dan
menjaga motovasi kearah pendidikan politeknik yang relevan. 3. Bagi peneliti
sendiri dapat menambah dan meningkatkan pengalaman melakukan penclitian
kependidikan. 4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pengembangan

penelitian dapat diteruskan oleh peneliti lain.

E. Paradigma Penelitian

Didalam setiap penelitian, kedudukan kerangka pikir atan paradigma
penelitian sangatlah penting karena akan menentukan kebermaknaan hasil
penelitian itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Gage (1963) bahwa :
“Patadigm, like theory, can be either explicit or implicit . . . Choice of a
paradigm, whether deliberate or unthinking, determines much about the

tesearch that will be done. The style, design, and approach of a research
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undertaking, indeed, the likelihood that it will bear fruit, are conditioned in
large part by the paradigm with which a researcher begins.”

Paradigma yang diemban dalam penelitian ini, pada pokoknya adalah
upaya penelusuran kesesuaian kualitas lulusan politeknik sebagai hasil dan
proses manajemen pendidikan politeknik dengan tuntutan keterampilan di
pasar ketja Pemahaman yang hendak ditelusuri adalah proses manajemen
program pendidikan politeknik sebagai pemasok tenaga ketja disatu sisi
didalam upayanya memenuhi tuntutan industri disisi yang lain sebagai
pengguna tenaga kerja. Temuan yang muncul berupa strategi kelembagan
sebagai dampak manajemen pendidikan politeknik didalam memenuhi
tuntutan industri kemudian dikedepankan sebagai kerangka tentative
pemberdayaan manajemen pendidikan politeknik yang berwawasan pasar
ketja sebagaimana dimaksudkan dalam judul penelitian.

Untuk mempetjelas jalan pemikiran maka suata paradigma penelitian
sering digambarkan secara diagram grafis dalam bentuk suatu skema
konstruk. Untuk itu, sebagaimana dijelaskan oleh Gage, skema paradigma
penelitian yang baik harus dapat memberi penjelasan baik deskriptif, analitis
dan normatif secara sekaligus. Penjelasan deskriptif diperlukan untuk dapat
mengidentifikasi komponen utama dalam selumpulan relasi vanable
penelitian. Penjelasan analitis  diperlukan untuk dapat menunjukkan
bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi satu sama lain.
Sedangkan penjelasan normatif dipertukan vatuk menunjukkan implikasi
bagaimana suatu tindakan atau relasi dalam konstruk tertentu lebih penting

dari yang lain. Berdasarkan pemahaman seperti itu maka disusun sebuah
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konstruk paradigma penelitian secara diagramatik sebagaimana tampak
dalam Gambar 1.1..

Atas dasar it maka pembahasan hasil penelitian ini meliputi tinjauan
kebutuhan pasar kerja disatu sisia dan tinjavan manajemen program
pendidikan politeknik disisi yang lain. Sementara pembentukan konstruk
paradigma penelitian tersebut dilandasi oleh premis-premis sebagai berkut :

1. Bahwa efektivitas penyelenggaran manajemen pendidikan program
politeknik akan mempengaruhi tingkat kesesuaian (relevansi) lulusan
politeknik dengan kebutuhan pasar kerja industri

2. Bahwa pendidikan program diploma sebagai pendidikan vokasi
memetlukan pengelolaan atau manajemen pendidikan tertentu yang betbeda
dengan pendidikan program sarjana universitas.

3. Bahwa untuk mendapat hasil pendidikan diploma yang memenuhi
tuntutan pasar ketja dipetlukan penataan atau pemberdayaan manajemen
pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan

in.
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